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RINGKASAN

Arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada beberapa cara dalam hal
terbentuknya kesepakatan terkait dengan penyelesaian melalui arbitrase salah
satunya dalam bentuk pactum de compromitendo yaitu suatu perjanjian arbitrase
yang dicantumkan dalam klausul-klausul perjanjian pokok bentuk ini biasa
disebut dengan klausula arbitrase, klausula arbitrase yang mencantumkan
kehendak para pihak yang menunjuk arbitrase ad-hoc untuk memeriksa dan
memutus sengketa yang kelak mungkin akan terjadi dikemudian hari tidak
mendapatkan pengaturan khusus didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terkait kewenangan yang
dimiliki oleh arbiter ad-hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa yang
diajukan kepadanya. Oleh karena hal tersebut dalam penelitian skripsi ini penulis
mengangkat dua permasalahan pertama, apakah Klausula arbitrase suatu
perjanjian dapat menentukan kewenangan arbiter ad-hoc memeriksa dan memutus
sengketa?; Kedua, apakah arbitrase ad-hoc hanya berwenang memeriksa dan
memutus sengketa dibidang perdagangan/komersial?. Adapun tujuan umum dari
penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademis dalam
memperoleh gelar sarjana hukum dan tujuan khusus untuk menjawab
permasalahan sebagaimana diuraikan diatas.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana pendekatan masalah yang
penulis gunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan diikuti bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang kemudian dianalisis
secara deduktif dengan mengambil kesimpulan dari pembahasan mengenai
permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian terkait permasalahan yang pertama penulis
menemukan bahwa Pasal 3 Juncto Pasal 11 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa
kewenangan arbitrase ad-hoc memeriksa dan memutus sengketa mutlak dan lahir
dari klausula arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, namun hal
tersebut tidak serta merta memberikan wewenang kepada arbiter atau majelis
arbiter ad-hoc dalam memeriksa dan memutus sengketa. Undang-Undang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah
mengatur mekanisme yang perlu dilalui sebelum arbiter benar-benar berwenang
untuk memeriksa dan memutus sengketa yang ditujukan padanya. Terlebih dahulu
para pihak yang bersengketa mengajukan permohonan penunjukan sebagai arbiter
dan arbiter yang bersangkutan harus mengirimkan pemberitahuan terkait
penerimaan atas penunjukan dirinya sebagai arbiter. Disebutkan dalam Pasal 17
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa, penerimaan ini melahirkan perjanjian perdata bagi kedua
belah pihak yaitu disatu pihak adalah para pihak yang bersengketa dan pihak lain
adalah arbiter ad-hoc yang menerima penunjukan dari para pihak yang berselisih
paham atau bersengketa. Perjanjian inilah yang kemudian melahirkan kewenangan
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bagi arbiter untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan kepada arbiter
yang bersangkutan. Kewenangan tersebut menentukan tugas arbiter ad-hoc, yaitu
arbiter wajib memeriksa dan mumutus sengketa yang diajukan kepadanya
berdasarkan waktu yang telah disepakati antara para pihak yang bersengketa dan
arbiter atau majelis arbiter.

Terkait dengan permasalahan yang kedua, Ruang lingkup sengketa
dibidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1)
dikaitkan dengan Pasal 66 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi perniagaan,
perbankan/keuangan, penanaman modal, industri dan Hak kekayaan intelektual.
Pasal tersebut menjelaskan tentang ruang lingkup hukum perdagangan terhadap
putusan arbitrase internasional yang dapat diberlakukan di Indonesia. Pasal 66
huruf b dapat dilihat sebagai pembatasan atas putusan arbitrase asing yang dapat
diberlakukan di Indonesia. Pembatasan tersebut sesuai dengan apa yang diatur
dalam Pasal 1 Ayat (3) Konvensi New York 1958, konvensi tersebut memberi hak
kepada setiap Negara yang ikut meratifikasi konvensi ini (Contracting State)
untuk membatasi sepanjang perselisihan dibidang hukum tertentu., tidak
diperkenankan dan dianggap batal demi hukum setiap putusan arbitrase mengenai
penghibahan, hibah wasiat, nafkah, perceraian, kedudukan hukum seseorang dan
mengenai hal-hal sengketa yang oleh ketentuan Undang-Undang tidak dibolehkan
mengadakan perdamaian.

Penulis juga sampaikan saran-saran terkait dengan hasil temuan-temuan
dalam penelitian skripsi ini. Pertama, Hendaknya Arbiter ad-hoc dalam
menerapkan kewenangannya terlebih dahulu mengkaji secara mendalam pasal-
pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengkaitkannya dengan konvensi-konvensi
internasional yang sedang berkembang terkait dengan arbitrase. Selain untuk
menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran terkait penerapan hukumnya hal
ini juga memberikan kepastian hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh
para arbiter dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan memutus sengketa
yang diajukan kepadanya. Kedua, hendaknya ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang
mengatur mengenai kompetensi absolut arbitrase baik dalam bentuk ad-hoc
maupun institusional diberikan penjelasan resmi yang menerangkan ruang lingkup
perdagangan apa saja yang menjadi kewenangan arbitrase memeriksa dan
memutus sengketa. Hal ini perlu untuk menghindari adanya kesalahan dalam
penafsiran dan penerapan hukum yang dapat berujung pada ketidakpastian
hukum.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini dunia telah memasuki era globalisasi dimana hubungan antara
Negara-negara diberbagai belahan dunia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu.
Hal ini berdampak pada berbagai sendi kehidupan manusia, yang memperoleh
dampak yang signifikan adalah dibidang ekonomi dilihat dari semakin banyaknya
perjanjian-perjanjian yang dibuat antar Negara baik bilateral maupun multilateral
bahkan hubungan hukum antara para subjek hukum dari berbagai Negara yang
tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Indonesia tidak luput dari sapuan arus
globalisasi, gerak dinamis perkembangan bisnis Indonesia dengan dunia maju
dalam bidang penanaman modal asing, dagang dan hubungan lain dibidang bisnis
antara Indonesia dengan Negara maju memaksa sistim hukum kita untuk siap
menghadapi berbagai hal yang akan ada untuk memfasilitasi berjalannya
hubungan kerjasama tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dunia selain memberikan efek positif hal ini juga
dapat menimbulkan persinggungan yang tak pelak dapat dihindari. Mulai dari
perselisihan maupun perbedaan pendapat dalam perjanjian yang berujung pada
terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat dalam
suatu perjanjian. Di Indonesia sendiri perkembangan ekonomi yang kian pesat
hingga berbagai aspek bisnise4 mulai beranekaragam mengikuti perkembangan
kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Perkembangan ekonomi membawa
para pelaku bisnis dari berbagai bidang pada suatu hubungan yang lebih kompleks
yang kerap kali menimbulkan konflik dimana konflik tersebut harus segera
dilakukan upaya penyelesaian yang simpel, tidak berlarut dan mudah.
Sebagaimana penulis kutip dari harian lokal on-line:*

JAKARTA - Industri Telekomukasi di  Indonesia
menginginkan adanya suatu badan arbitrase Ad Hoc sebagai
alternatif penyelesaian perselisihan antar penyelenggara

L“INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INGIKAN ARBITRASE AD-HOC”,
http://m.okezone.com/read/2008/11/05/54/160957/industri-telekomunikasi-inginkan-arbitrase-ad-
hoc, diakses pada tanggal 15 Januari 2013.



telekomunkasi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia
(BRTI) selama ini hanya menjalankan fungsi mediasi dalam
setiap  penyelesaian  perselisihan antar  penyelenggara
telekomunikasi, dan tidak bisa menjalankan fungsi secara
penuh, layaknya Arbitrase. Hal itu terungkap pada seminar
'Perselisihan Antar Penyelenggara Telekomunikasi :Alternatif
Penyelesaian’. Di Menara Peninsula, Jakarta. Rabu
(5/11/2006). Para pelaku telekomunikasi meminta adanya suatu
arbitrase ad hoc yang dapat menyelesaikan antar penyelenggara
telekomunikasi yang terlibat sengketa, karena BRTI sendiri
belum bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal. "Arbitase
Ad Hoc merupakan alternatif penyelesaian perselisihan. Dan
itu akan membuat industri telekomunikasi percaya diri,? ucap
anggota BRTI Kamilov Sagala. Menurut Kamilov
pembentukan arbitrase Ad Hoc penting dibentuk, ini
dikarenakan banyak operator telekomunikasi yang masih
meragukan kemampuan pemahaman hukum maupun teknologi
dari lembaga-lembaga yang sudah ada. Kendati demikian
Kamilov menyatakan masih banyak hambatan untuk
membentuk suatu abritase Ad Hoc. "BRTI sendiri tidak terlalu
optimis dengan arbitrase Ad Hoc karena terlalu banyak
lembaga yang menyelesaikan. Dan itu semua belum harmonis.
Kalau harmonis saya yakin ini akan berjalan,” imbuh Kamilov
lagi. Hal berbeda justru dilontarkan staf pengajar dan peneliti
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Danrifanto Bhudijanto.
Dia menyatakan BRTI jangan bertindak sebagai arbitase Ad
hoc. Dia mengingatkan fungsi BRTI yang telah diatur oleh
undang-undang. Sedangkan penunjukan arbitrase Ad Hoc
masih tergantung kebijakan politik. Selain itu, pemerintah juga
bisa memperkuat regulator, jika masih khawatir dengan
penyelesaian masalah-masalah sengketa. "Kalau mediasi masih
bolehlah. Yang penting bagaimana membuat bisnis menjadi
lebih simpel,” ujar Danrivanto Bhudijanto. Arbitrase Ad Hoc
sendiri menjadi pilihan karena prinsip win-win solution yang
dianutnya, apalagi arbitrase Ad Hoc dinilai tidak bertele-tele
karena tidak ada lembaga banding dan kasasi.

Hubungan arus bisnis ditinjau dari segi hukum penggunaan klausula
arbitrase sangat diutamakan oleh dunia maju. Bahkan terdapat keengganan dalam
mengadakan suatu perjanjian di Indonesia jika dalam perjanjian tidak turut
dicantumkan adanya klausula arbitrase. Hal ini diakibatkan adanya anggapan
bahwa menyelesaikan suatu sengketa melalui peradilan konvensional yaitu

melalui peradilan umum akan memakan waktu yang lama karena prosedur formil



